
49 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pelestarian dan pengembangan 

objek wisata meliputi : 

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 

b. Perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang 

c. Penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

d. Penyediaan sarana dan prasana umum.  

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 23 ayat 3 yang berbunyi 

berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara, 

mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik 

wisata dan aset potensial yang belum tergali”, hal ini jelas terlihat bahwa 

syarat-syarat tentang pengembangan dan pelestarian objek wisata tidak 

berdasarkan peraturan yang ada padahal sudah ditekankan pada Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang tentang Kepariwisatawan. 

3. Adapun hambatan yang dihadapi dalam hal ini untuk mengembangkan dan 

melestarikan objek wisata tidak seimbangnya target dan realisasi untuk 

anggaran pelestarian dan pengembangan objek wisata tersebut dan 

kurangnya kepedulian pemerintah daerah untuk meninjau langsung objek 

wisata yang perlu dikembangkan dan dilestarikan seperti perbaikan 

infrastrukturnya, fasilitas-fasilitas yang rusak dan jalan yang rusak. 
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5.2 Saran  

1. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo harus lebih peduli dalam meninjau 

langsung objek wisata yang harus pantas dikembangkan dan dilestarikan 

untuk bisa dipromosikan sampai tingkat dunia agar daerah kita dikenal dan 

untuk mengangkat derajat daerah kita sendiri serta harus menyeimbangi 

anggaran yang ada karena dari hasil yang saya lihat target tidak sesuai 

dengan reaslisasi anggaran yang ada. 

2. Harus meningkatkan kerjasama dan komunikasi dari seluruh instansi 

Kabupaten Gorontalo dan harus membuat sosialisasi menjaga fasilitas agar 

warga yang berada di sekitaran objek wisata dan wisatawan bisa merawat 

dan mebantu pemerintah daerah juga untuk melestarikan dan 

mengembangkan objek wisata yang berada di daerah yaitu daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

3. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selain harus lebih peduli kepada 

objek wisata yang ada di daerah kabupaten Gorontalo juga harus membuat 

Peraturan Daerah mengenai Kepariwisataan, karena selama ini peraturan 

yang ada hanya bersumber pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Pariwisata. 
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